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ABSTRACT

Taxes are the main source of state income which is used to finance the budget related to
development and state interests. A mandatory person is an individual or entity who has the
authority to pay taxes, withhold taxes and collect taxes, and has rights and obligations related to
taxation in accordance with applicable regulations. Even though the largest contribution to taxes
comes from Corporate Taxpayers, the number of people paying taxes from this group is still
relatively small. A tax review is a comprehensive review of a company's tax obligations and the
implementation of fulfilling its obligations, from calculation to reporting, with the aim of assessing
the level of tax compliance. This research aims to implement the implementation of Tax Review as
a basis for evaluating tax obligations at PT. XYZ. Using qualitative research methods, this
research collects research data in several ways, including interviews, observation and
documentation. The results of this research show that a tax review is very useful in overcoming
delays in tax payments so that XYZ company will start to be firm in billing customers so that the
company's cash flow can be managed appropriately. PT XYZ has also been able to fulfill its tax
obligations in accordance with applicable regulations, however, in implementing its obligations
in the field, there are still several deficiencies that unintentionally occur, such as late payment of
tax because there are still customers who have not made full transaction payments.
Keywords: Tax Review, Tax Obligations, Tax

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai
anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Guna meningkatkan
penerimaan pajak yang lebih optimal, peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan pemerintah. Wajib pajak
merupakan orang pribadi ataupun badan yang memiliki kewenangan untuk membayar pajak,
memotong pajak, dan memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan
dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan memiliki beberapa kewajiban pajak yang harus dibayarkan secara rutin, seperti
PPh Pasal 21 yang dipotong dari gaji karyawan setiap bulan, PPh Pasal 22 untuk perusahaan yang

mengekspor atau mengimpor barang-barang mewah, dan PPh Pasal 23 atas transaksi modal, jasa,
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atau hadiah. Selain itu, ada juga PPh Pasal 25, PPh Pasal 26 untuk penghasilan dari luar negeri,
PPh Pasal 29 yang menangani kekurangan pembayaran, dan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang bersifat final.
PPN juga dikenakan atas penjualan barang atau jasa oleh perusahaan yang ditetapkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP). Membayar pajak secara tepat waktu tidak hanya memenuhi
kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan kredibilitas dan kesehatan keuangan perusahaan,
membangun kepercayaan dari mitra bisnis dan stakeholders.

Pada tahun 2022, realisasi pendapatan negara Indonesia mencapai Rp2.034,54 triliun, yang
terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.034,54 triliun dan Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang dikelola olenh Kementerian Keuangan sebesar Rp46,31 triliun. Penerimaan
perpajakan tahun tersebut mencapai 114,04% dari target yang telah ditetapkan, menunjukkan
pencapaian yang positif dalam mengumpulkan dana untuk kebutuhan fiskal. Pertumbuhan ini
mencerminkan efektivitas kebijakan perpajakan dan potensi ekonomi yang terus berkembang,
memberikan kontribusi positif terhadap kondisi keuangan negara.

Fakta-fakta dalam dunia perpajakan di Indonesia mencerminkan bahwa kesadaran terhadap
kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak
oleh Wajib Pajak Badan, masih memiliki ruang untuk peningkatan. Meskipun kontribusi terbesar
terhadap pajak berasal dari Wajib Pajak Badan, jumlah yang membayar pajak dari kelompok ini
masih terbilang sedikit. Hal ini disebabkan oleh tingginya tarif pajak yang ditetapkan di Indonesia
dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, serta adanya kendala dalam regulasi yang
berlaku. Peningkatan kesadaran, perubahan regulasi, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan
sektor industri diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan.

Wajib Pajak Badan, khususnya yang beroperasi di Indonesia, memiliki kewajiban
perpajakan terkait dengan PPh Pasal 4 Ayat 2, yang melibatkan pemotongan pajak atas
penghasilan tertentu yang harus disetor ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di sisi lain, Wajib
Pajak Orang Pribadi yang menerima gaji atau upah tunduk pada PPh Pasal 21, dengan pemberi
kerja memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemotongan dan pelaporan PPh tersebut kepada
DJP. Sementara itu, pelaku usaha dalam kegiatan jual beli barang atau jasa harus mematuhi
kewajiban perpajakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang mencakup pemungutan,
penyetoran, dan pelaporan PPN kepada DJP. Penerapan tarif pajak pada setiap jenis PPh dan PPN
umumnya tergantung pada besarnya penghasilan atau nilai transaksi, dengan tindakan pemantauan
perubahan undang-undang perpajakan yang terus-menerus disarankan bagi semua Wajib Pajak.

Tax review adalah penelaahan menyeluruh terhadap kewajiban perpajakan suatu

perusahaan dan implementasi pemenuhan kewajibannya, mulai dari perhitungan hingga pelaporan,
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dengan tujuan menilai tingkat kepatuhan perpajakan (Devita dan Wijaya, 2016). Melalui tax
review, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi pajak tersembunyi yang mungkin timbul dari
perlakuan perpajakan yang telah dilakukan. PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di
bidang manufaktur penunjang konstruksi, yang terletak di Kuta Utara, Badung, Bali. PT. XYZ
dalam melakukan kegiatan usaha membayar dan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
Pajak Penghasilan (PPh). PT. XYZ menghadapi sanksi administratif berupa Surat Tagihan Pajak
dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk mencegah atau mengurangi potensi sanksi di masa
mendatang, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah preventif, salah satunya dengan
melakukan tax review.

Perusahaan memiliki kemampuan untuk melakukan pembetulan atas kesalahan yang
terjadi sebelum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus. Tindakan ini memungkinkan perusahaan untuk
memperbaiki kesalahan yang ditemukan, dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan serupa di
masa mendatang. Adapun rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah
Bagaimanakah penerapan tax review pada proses perhitungan, pemotongan, pemungutan,
penyetoran dan pelaporan pada PT. XYZ? Sehingga tujuan diadakannya penelitian ini Untuk
melakukan review terhadap proses perhitungan, pemotongan, pemungutan, penyetoran dan
pelaporan PT. XYZ.

KAJIAN PUSTAKA

Teori kepatuhan (compliance theory) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada
teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau
aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai
kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Teori Kepatuhan (Compliance
Theory) dapat dihubungkan dengan analisis penerapan tax review sebagai dasar evaluasi
kewajiban perpajakan pada PT. XYZ. Dalam konteks ini, penerapan tax review menjadi
instrumen yang relevan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kepatuhan PT. XYZ
terhadap kewajiban perpajakan. Melalui tax review, dapat dianalisis apakah perusahaan telah
mematuhi aturan pajak dengan benar, mengidentifikasi potensi risiko, dan memastikan bahwa
pelaporan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, penerapan tax review
tidak hanya merupakan alat evaluasi kepatuhan perpajakan tetapi juga mencerminkan
implementasi prinsip-prinsip teori kepatuhan dalam konteks praktik perpajakan perusahaan.

Teori keterlibatan dalam konteks pajak merujuk pada konsep bahwa keterlibatan wajib
pajak dalam proses perpajakan akan meningkatkan kepatuhan mereka terhadap aturan

perpajakan. Faktor-faktor seperti transparansi, partisipasi dalam proses perencanaan pajak
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yang legal, serta pengetahuan tentang manfaat dan konsekuensi pajak dapat memengaruhi
tingkat keterlibatan wajib pajak. Pemerintah dapat memanfaatkan teori ini dengan
meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan aksesibilitas informasi pajak untuk mendorong
keterlibatan yang positif dan meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan (Mindandi,
2021).

Tax review merupakan suatu tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi
perusahaan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan memprediksi potensi pajak
yang mungkin timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku
(Setiawan & Setiawan, 2018). Tujuan dilakukan tax review ini adalah untuk mengetahui
apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang tidak sesuai
dengan prosedur perpajakan sehingga kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan

ketentuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dimana penelitian
kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan

analisis.

| Self Assessment
! + *
Perhitungan ] | Pemctongan | | Pemungutan | I Penyetorsn | | Pelaporan
| |

Penyebab Terjadi Kesalshan:
1. Undang = undang peraturan yang ssring
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1. Tidak memzharmi undang - undang

peraturan pajak 1
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Resiko Terjads
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1. Salsh perhinmngan pajak terbtang 3 Pidana Penjara
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3. Terlaebat malsloulan pasnyetoran pajal
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Taxe Review
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Gambar 1 Desain Penelitian
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Dalam penelitian ini, subjek utama adalah PT. XYZ, sebuah entitas bisnis yang menjadi fokus
analisis. PT. XYZ akan menjadi pusat penelitian terkait evaluasi tax review. Objek penelitian ini

terfokus pada Departemen Keuangan dan Pajak di perusahaan tersebut.
Teknik Analissis Data :

1. Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam,
dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi). Seluruh data yang sudah
diperoleh dikumpulkan menurut klasifikasinya masing — masing sehingga data dapat
langsung dianalisis.

2. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal — hal pokok ,memfokuskan pada hal — hal
yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya. Adapun yang direduksi adalah seluruh data mengenai
permasalah penelitian.

3. Penyajian Data
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan sesuai
dengan apa yang diteliti, artinya data yang disajikan dibatasi pada pokok permasalahan.

4. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum
pernah ada. Kegiatan penarikan kesimpulan ini merupakan hasil dari analisis yang
dilakukan dalam penelitian atau kesimpulan awal yang sifatnya belum benar — benar
matang, serta merupakan tahap akhir dari keseluruhan hasil penelitian dalam teknik analisis
data.

HASIL PENELITIAN DAAN PEMBAHASAN

Bersumber dari data pada laporan keuangan yang didapatkan dari PT XYZ. Adapun

laporan laba rugi tahun 2023 yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan tax review.

[
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Gambar 1 Laporan Laba Rugi

Sumber : Laporan Keuangan PT XYZ

a)

Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tax Review PPh 21 2023 membahas transaksi perusahaan dengan mitra eksternal
dan internal. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT masa PPh 21, biaya perusahaan
terkait PPh 21, hutang pajak PPh 21, dan beberapa invoice perusahaan maka dapat
dijabarkan objek PPh 21 PT XYZ berikut ini:

1) Dalam bentuk pembayaran rutin bulanan dan tidak tetap kepada pegawai tetap berupa
penghasilan bruto, pihak internal menjadi subjek PPh 21. Upah, berbagai tunjangan,
bonus, jaminan sosial, dan biaya pensiun semuanya termasuk dalam penghasilan
pegawai.

2) Pihak Eksternal yaitu objek PPh 21 terkait pihak eksternal terdiri atas fee atau komisi
yang diberikan kepada perorangan atas pemberian imbalan, imbalan kepada bukan
pegawai, dan imbalan atas jasa yang diberikan.

Pemotongan PPh 21 oleh PT XYZ pada umumnya sesuai dengan subjek pajak yang

tertuang didalam Pasal 5 ayat 1 huruf (a), (e), (g) Peraturan Direktur Jenderal Pajak
No0.16/PJ/2016 terkait Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
PPh 21. Dimana jumlah yang dipotong dari PPh 21 meliputi segala bentuk imbalan yang
diterima ataupun didapatkan pegawai baik tetap maupun tidak tetap, serta imbalan yang
dibayarkan kepada individu selain pegawai seperti bonus, komisi, honorarium, dan
imbalan dalam bentuk lainnya. Setiap bulannya, PT XYZ telah menyetor pajak PPh 21 dan
jumlah yang dihitung sesuai dengan SPT. PT XYZ menyetorkan pembayaran pajaknya di

kantor pos, melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ataupun e-Billing.
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Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan 23
Daftar objek dan tarif pajak PPh 23 yang digunakan oleh PT XYZ sejak bulan Januari

hingga Desember tahun 2023 adalah objek PPh 23 jasa perantara dan/atau keagenan, jasa
konsultasi, jasa sewa, yang menggunakan tarif pajak adalah 2% dengan dasar pengenaan
pajak pengasilan bruto dan adanya kenaikan 100% apabila tidak mempunyai NPWP.
Analisis terkait tarif pajak PPh 23 dilakukan dengan melihat SPT Masa PPh 23 setiap bulan
dan akun PPh 23 pada laporan keuangan PT XYZ. Sama halnya dengan penyetoran PPh
21, penyetoran PPh 23 dilakukan melalui rincian SPT PPh 23 PT XYZ. Setoran masa PPh
23 harus dilakukan maksimal pada tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak. Kalaupun
tanggal 10 terjadi pada akhir pekan atau hari libur, PPh 23 dapat dibayarkan pada hari kerja
berikutnya. Penelahaan terkait penyetoran PPh 23 PT XYZ dilakukan untuk mengetahui
apakah terdapat terlambat bayar atau pembetulan yang menyebabkan terjadinya kurang
bayar.
Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

PT XYZ menggunakan tarif pajak 10% dari nilai sewa bruto untuk transaksi sewa
tanah/bangunan. PPh 4 ayat (2) sudah dipotong sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam
PP No.5 Tahun 2002 terkait Pajak Penghasilan atas Penghasilan Sewa Bumi dan/atau
Bangunan melalui Pasal 3 oleh PT XYZ. Menurut PP 23 Tahun 2018, wajib pajak dengan
peredaran bruto tertentu wajib memotong atau membayar sejumlah pajak penghasilan
tertentu. Berdasarkan hasil tax review bahwasanya PT XYZ belum melakukan kewajiban
PPh 4 ayat 2 secara keseluruhan, dikarenakan masih terdapat transaksi-transaksi
pembayaran yang belum lunas dibayar oleh customer sehingga adanya kekurangan
pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT XYZ. Oleh sebab itu PT XYZ harus bersiap-
siap apabila dikeluarkannya surat tagihan pajak atas sanksi dan denda pajak PPh 4 ayat 2.
Pph Badan

PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan atau
badan. PT XYZ untuk tahun 2023 belum melaporakan PPh Badan dikarenakan pada tahun
2022 PT XYZ mengalami kerugian. Sehingga tahun 2023 PT XYZ belum melaporkan SPT
dan masih dalam proses perhitungan. Dimana perusahaan di bidang jasa konstruksi, untuk
tarif penghitungan pajak jasa konstruksi yang belum memiliki SBUJK ( Sertifikat Badan
Usaha Jasa Konstruksi) dikenakan tarif 4%x penjualan, bila sudah memiliki SBUJK
kualifikasi kecil tarif pajaknya 1,75% x Penjualan, bila kualiafikasi menengah dan besar

dikenakan tarif pajak 2,65% x penjualan. Untuk perusahaan ini menggunakan 2 tarif,
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1,75% dan 2,65% karena SBUJK terbit pada tanggal 16 Desember 2023 menggunakan tarif
pajak 1,75 % dan sebelumnya mulai bulan Januari sampai November 2023 menggnakan
tarif pajak 2,65 % karena belum ada SBUJK.
e) PPN Keluaran dan PPN Masukan

PPN Masukan atau VAT in adalah pajak yang dikenakan pada saat Pengusaha Kena
Pajak (PKP) membeli barang dan/atau jasa kena pajak. Sedangkan PPN Keluaran atau
VAT Out adalah pajak yang dikenakan ketika PKP menjual barang dan/atau jasa kena
pajak. PT XYZ sudah melakukan perhitungan PPN menyesuaikan dengan keadaan
perusahaan dan sesuai aturan yang berlaku. Tarif pengenaan PPN yang diberlakukan oleh
PT XYZ yaitu sebesar 11% x DPP.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan tax review pada PT XYZ dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa PT
XYZ sudah mampu memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku, namum
dalam pelaksanaan kewajiban masih terdapat beberapa kekurangan yang tidak sengaja terjadi.
Sehingga dari temuan penelitian mendorong peneliti untuk membuat saran berikut: PT. XYZ harus
mampu menyelesaikan perhitungan pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pajak untuk
menghindari terjadinya keterlambatan penyetoran pajak, dikarenakan server direktorat jendral
pajak sering mengalami gangguan diakir tanggal pembayaran maupun pelaporan sehingga
memperlambat dalam membuat e-billing atau melakukan pelaporan pajak. PT. XYZ diharapkan
memeriksa kembali keseluruhan transaksi-transaksi yang telah dikeluarkan disetiap bulannya
kemudian melakukan pengecekan satu persatu untuk mengetahui transaksi yang mengandung
pajak sehingga meminimalisir terjadinya pembetulan SPT akibat kurang bayar, karena apabila
melakukan pembetulan yang mengakibatkan pph terutang semakin tinggi maka dari itu atas kurang
bayar tersebut akan dikenakan sanksi bunga. PT. XYZ perlu melakukan tax review untuk dapat
menilai kepatuhan perpajakan perusahaan karena pajak merupakan uncontrollable expense dimana
dalam tax review akan menggali potensi kewajiban pajak perusahaan sehingga segala kewajiban
perpajakan sudah dijalankan sesuai aturan dengan sistem Direktorat Jendral Pajak. Oleh sebab itu,
perusahaan perlu mempertimbangkan rekomendasi ini untuk mengetahui apakah sesungguhnya
perusahaan sudah patuh atau belum dan apakah terdapat kewajiban kontijen yang mungkin
muncul. Menambahkan metode pengujian arus kas ke pemeriksaan pajak memiliki beberapa
keterbatasan, yang dapat menjadi fokus peneliti masa depan ketika menyempurnakannya lebih

lanjut, menurut temuan penelitian ini.
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